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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai pintu 

gerbang menuju pembentukan keluarga, dimana keluarga merupakan unit terkecil 

dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya 

terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-

pembatasan tertentu.1 Sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga, sudah 

sepatutnya perkawinan menjadi sakral sifatnya dan seringkali tidak dapat 

dilepaskan dari aspek religius. Hal tersebut sebagaimana juga diakomodasi dalam 

pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai: “Suatu 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Aspek religius nampak jelas dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” 

sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui 

perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkawinan di Indonesia sangat berhubungan 

 
1 Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan 
Hukum Adat, Semarang: Yudisia Vol. 7 No.2, 414. 
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erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama 

Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (Rechtsidee) 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang kemudian berimplikasi 

pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam sebuah perkawinan di samping 

unsur lahiriah atau jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada 

dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis (formal), aspek religius 

(batin/rohani) dan aspek sosial.2 

Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan 

lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.3 

Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum 

antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.4 

Hubungan hukum ini memberikan hak kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam 

perkawinan, serta berimplikasi pula pada hak dan kewajiban hukum antara suami-

istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban 

terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan itu. 

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan mengikat 

suami dan istri baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di 

masyarakat5, mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan juga 

menjadi bagian dari masyarakat. Sementara itu sebagaimana telah disinggung di 

 
2 Sri Wahyuni, 2011, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right: 
Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.1, No.1, 134. 
3 Sri Wahyuni, 2011, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right: 
Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.1, No.1, 134. 
4 Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di 
Indonesia, Al’ Adl, Vol.7, No.13, 22. 
5 Sri Wahyuni, Loc.Cit.. 
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awal, aspek religius terlihat jelas dari penggunaan term “Ketuhanan Yang Maha 

Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal itu juga menyebut secara 

eksplisit bahwa di samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, 

bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin 

tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.6 

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan 

tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat 

sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut 

menyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila sesuai dengan hukum masing-

masing agama baik dari pihak pria dan pihak wanita yang akan melaksanakan 

perkawinan. Dengan demikian, hukum agama juga memiliki peranan penting dalam 

menentukan sahnya perkawinan, di samping peraturan perundang-undangan 

sebagai hukum positif Indonesia. 

Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari aspek agama, terutama ketika 

Undang-Undang Perkawinan menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat 

sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”, ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang 

 
6 Tengku Erwinsyahbana, 2012, Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan 
Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 5. 
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kompilasi hukum islam pasal 40 huruf (c) Dilarang melangsungkan perkawinan 

antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : c. seorang 

wanita yang tidak beragama islam dan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/-

MUI/8/2005 bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non 

mulim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab, 

namun paa kenyataannya ditemukan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang 

mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan 

perempuan yang beragama budha yakni dalam penetapan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasakan 

adanya urgensi untuk melakukan kajian yuridis mengenai perkawinan beda agama, 

terutama bagaimana ketentuannya menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, melalui penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis 

Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan 

Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg)”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri 

Bandung tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama, dihubungkan 

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Materi Hukum yang menjadi 

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung? 
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3. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Dinamika Hukum Pengaturan 

Perkawinan Beda Agama di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tentang 

Permohonan Perkawinan Beda Agama, dihubungkan dengan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis Materi Hukum yang menjadi Pertimbangan Hukum 

oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. 

3. Untuk menganalisis Dinamika Hukum Pengaturan Perkawinan Beda 

Agama di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

di atas, maka penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan kegunaan 

yang signifikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran keilmuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang 

hukum perdata. 

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

apparat penegak hukum khususnya hakim dan advokat serta menjadi 

masukan bagi para pengambil kebijakan.  
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E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan ini, penulis melakukan telaah terlebih dahulu mencari 

naskah yang memiliki kesamaan tema yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya plagiat. Adapun karya 

tulis terdahulu yang memiliki kaitan dan kesamaan, yaitu: 

1. Khamami (2013) dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa Hukum 

keluarga di Yaman Utara, Yordania, Al-Jazair dan Irak melarang 

perkawinan antara muslim dengan nonmuslim namun membolehkan 

perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Pendapat 

ini disandarkan pada pemahaman tekstual surah al-Maidah ayat 5. Negara-

negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam mazhab (Maliki, 

Ḥanafi, dan Syafi’i) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki 

muslim yang menikah dengan perempuan ahli kitab.7 

2. Ahmadi, Marzha dan Muhammad (2013) membahas dalam jurnal 

penelitiannya bahwa dalam Islam, perkawinan beda agama pada dasarnya 

dilarang. Kaidah ushul fiqh idza ijtama’a baina al halal wal haram ghuliba 

al haram (apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka 

yang menang adalah yang haram) bisa dijadikan solusi dalam pengambilan 

hukum perkawinan beda agama sebagai bentuk ihtiyaat atau kehati-hatian 

dalam pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan dilihat dari perspektif HAM, 

menikah merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, 

 
7 Khamami Zada, 2013, Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama, Ahkam: Vol. 
XIII, No. 1,  46. 
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maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan 

dan ketentuan Tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, 

maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran 

yang diperintahkan oleh allah SWT.8 

3. Muhyidin dan Ayu (2017) dalam jurnal penelitiannya menungkapkan 

bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

Semarang, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan 

merupakan solusi bagi pasangan beda agama yang tidak terakomodir dalam 

Undang-Undang Perkawinan karena selama ini pengaturan tentang 

perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum. Putusan Hakim 

PN Semarang dalam menangani dan memutus perkawinan beda agama ada 

yang menolak dan ada yang mengabulkan. Hakim yang menolak 

permohonan didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang 

Perkawinan. Sedangkan Hakim yang mengabulkan didasarkan pada Pasal 

27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Yurisprudensi MA No, 

1400/K/Pdt/1986.9 

4. Nafdin (2016) dalam penelitian thesisnya menjelaskan bahwa praktik 

pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didominasi dengan pencatatan 

berdasarkan bukti dispensasi gereja. Dispensasi gereja merupakan 

 
8 4Ahmadi, Marzha dan Muhammad, 2013, Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Perspektif 
Islam dan HAM, Khazanah, Vol. 6 No.1, 115. 
9 Muhyidin, Ayu Zahara, 2017, Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Antara 
Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) 
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Diponegoro Private 
Law Review, Volume 1, Nomor 1, 13. 
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penyelundupan hukum karena seseorang diminta untuk tunduk di bawah 

aturan agama tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.10 

5. Islachuddin (2019) dalam penelitian thesisnya mengungkapkan bahwa LSM 

Percik sebagai lembaga yang membimbing perkawinan bagi pasangan beda 

agama memberikan bantuan berupa (1) Diskusi intensif, yaitu memberikan 

pemahaman kepada pasangan beda agama tentang konsekuensi perkawinan 

yang akan dijalani beserta aturan hukum baik dari peraturan perundang-

undangan maupun hukum agama. (2) Mencarikan pemuka agama dan gereja 

di domisili salah satu calon pasangan (3) Pengurusan di Catatan Sipil. 

Berdasarkan teori fungsionalisme LSM Percik mencoba untuk menghindari 

ketegangan perbedaan dan mengupayakan keseimbangan dengan 

melakukan dikusi antara para tokoh agama dengan calon pasangan beda 

agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama dan 

kepastian hukum bagi pasangan beda agama.11 

Dari karya ilmiah diatas penelitian ini mempunyai bahasan yang sama yakni 

perkawinan beda agama. Namun, yang membedakan dengan penelitian terdahulu 

adalah fokus penelitian penulis, yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara 

perkawinan beda agama di Indonesia, bagaimana analisis hukum terhadap 

pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama 

serta apa akibat hukum/implikasi dari perkawinan beda agama di Indonesia. 

 
10 Nafdin Ali Chandera, 2016, Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Yogyakarta: Thesis Tahun di Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 108. 
11 Islachuddin Almubarrok, 2019, Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Persptif Teori 
Fungsionalisme Struktural : Studi Kasus di LSM Percik Salatiga, Malang: Thesis Tahun 2019 di 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 160. 
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F. Kerangka Berpikir 

1. Teori Hak Asasi Manusia 

Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial talhun 1945 Palsall 1 alyalt 

(3) menyebutkaln balhwal Indonesial aldallalh negalral hukum. Balgi Indonesial yalng 

dimalksud negalral hukum aldallalh negalral hukum (rechstaat): negalral yalng tidalk 

berdalsalrkaln kesewenalng-wenalngaln (machstaat).12 

Indonesial merupalkaln sallalh saltu negalral dengaln malsyalralkalt yalng Plurallistik 

dengaln beralgalm suku daln algalmal. Ini tercermin dalri semboyaln balngsal Indonesial 

yalitu Bhinekal Tunggall Ikal. Dallalm kondisi keberalgalmaln seperti ini, bisal terjaldi 

interalksi sosiall di alntalral kelompok-kelompok malsyalralkalt yalng berbedal yalng 

kemudialn berlalnjut paldal hubungaln perkalwinaln. Perkalwinaln merupalkaln peristiwal 

yalng salngalt penting dallalm malsyalralkalt Dengaln hidup bersalmal, kemudialn 

melalhirkaln keturunaln yalng merupalkaln sendi utalmal balgi pembentukaln negalral daln 

balngsal. Mengingalt pentingnyal peralnaln hidup bersalmal, pengalturaln mengenali 

perkalwinaln memalng halrus dilalkukaln oleh negalral. Negalral berperaln untuk 

melegallkaln hubungaln hukum alntalral seoralng prial daln walnital. 

Halk alsalsi malnusial aldallalh halk yalng dimiliki oleh setialp malnusial yalng hidup 

yalng bukaln merupalkaln pemberialn sialpal pun jugal termalsuk Negalral. Perkalwinaln 

bedal algalmal dialkui di dallalm Palsall 16 alyalt (1) Deklalralsi Universall: “Lalki-lalki daln 

perempualn yalng sudalh dewalsal dengaln tidalk dibaltalsi kebalngsalaln, kewalrgalnegalralaln 

altalu algalmal, berhalk untuk menikalh daln untuk membentuk kelualrgal. Semual 

memiliki halk yalng salmal dallalm soall perkalwinaln di dallalm malsal perkalwinaln daln di 

 
12 Uu Nurul Huda, 2020, Hukum Lembaga Negara, Bandung: Refika Aditama, 33. 
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salalt perceralialn”.13 Dengaln kaltal lalin, ketentualn ini menjalmin halk setialp oralng untuk 

menikalh daln membentuk kelualrgal wallalupun palsalngaln callon sualmi daln istri 

berbedal algalmal. 

Halk untuk melalngsungkaln perkalwinaln dijalmin dallalm Konvenaln 

Internalsionall tentalng Halk-halk Sipil daln Politik dengaln tujualn untuk melindungi 

halk setialp oralng daln perlindungaln kelualrgal. Halk untuk berkelualrgal, beralgalmal daln 

berkeyalkinaln aldallalh termalsuk dallalm halk-halk sipil. Indonesial telalh meraltifikalsi 

Konvenaln Internalsionall Halk-Halk Sipil daln Politik (International Covenant on Civil 

and Political Rights) paldal talhun 2006 dengaln itu Indonesial telalh menerimal 

kewaljibaln untuk melindungi kebebalsaln halk-halk sipil daln politik. Ketentualn-

ketentualn Konvenaln halk sipil daln politik telalh di aldopsi ke dallalm Undalng-Undalng 

Dalsalr 1945 Palsall 28B alyalt (1) yalng menegalskaln balhwal setialp oralng berhalk 

membentuk kelualrgal daln melalnjutkaln keturunaln melallui perkalwinaln yalng salh. 

Kemudialn dikualtkaln oleh Undalng Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk Asalsi 

Malnusial yalng menjalmin halk setialp oralng untuk membentuk sualtu kelualrgal daln 

melalnjutkaln keturunaln melallui perkalwinaln yalng salh daln menjalmin halk kebebalsaln 

untuk memilih callon sualmi daln callon istri termalsuk perempualn memiliki halk untuk 

menikalh dengaln walrgal negalral alsing daln bebals untuk mempertalhalnkaln, menggalnti, 

altalu memperoleh kemballi staltus kewalrgalnegalralalnnyal. 

 

 
13 Adnan Buyung Nasution, Patra M.Zein, 2006, Instrumen International Pokok Hak Asasi 
Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 106. 
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Dallalm konteks hukum Internalsionall halk kebebalsaln mengalnut algalmal dialtur 

di dallalm Palsall 18 alyalt (1) ICCPR aldallalh “Setialp oralng bebals altals kebebalsaln 

berpikir, berkeyalkinaln daln beralgalmal. Halk ini mencalkup kebebalsaln untuk 

mengalnut altalu menerimal sualtu algalmal altalu kepercalyalaln altals pilihalnnyal sendiri daln 

kebebalsaln balik individu malupun bersalmal-salmal dengaln oralng lalin daln balik di 

tempalt umum malupun tertutup untuk menjallalnkaln algalmal altalu kepercalyalalnnyal 

dallalm kegialtaln ibaldalh, ketalaltaln, pengalmallaln daln pengaljalraln”. Kemudialn halk 

membentuk kelualrgal melallui perkalwinaln termualt di dallalm Palsall 23 alyalt (2) 

ICCPR: “Halk lalki-lalki daln perempualn paldal usial perkalwinaln untuk menikalh daln 

membentuk kelualrgal halrus dialkui”. 

Seiring dengaln perkembalngaln malsyalralkalt, permalsallalhaln yalng semalkin 

kompleks. Berkalitaln dengaln pelalksalnalaln, permalsallalhaln yalng semalkin kompleks. 

Berkalitaln dengaln pelalksalnalaln, perkalwinaln alntalral palsalngaln yalng memiliki 

keyalkinaln (algalmal) yalng berbedal (perkalwinaln bedal algalmal), yalng malsih 

menimbulkaln pendalpalt pro-kontral dallalm hall pengalkualn negalral terhaldalp 

perkalwinaln tersebut. Sallalh saltu pendalpalt mengaltalkaln balhwal malsallalh algalmal 

merupalkaln malsallalh pribaldi sendiri-sendiri. Di sisi lalin, di dallalm kehidupaln 

berbalngsal daln bernegalral, terjaldi perubalhaln yalng signifikaln, terutalmal dallalm hall 

pengalkualn halk-halk Asalsi Malnusial, alspek-alspek dallalm HAM terus menjaldi sorotaln 

malsyalralkalt dunial kalrenal semalkin timbul kesaldalraln balhwal mualtalnnyal merupalkaln 

balgialn inheren dalri kehidupaln daln jalti diri malnusial. 

Sejalralh perjualngaln untuk mengukuhkaln galgalsaln Halk Asalsi Malnusial 

(HAM) sudalh dimulali sejalk albald ke-13, yalitu sejalk ditalndaltalngalninyal Malgnal 
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Chalrtal paldal talhun 1215 oleh Raljal John Lalcklalnd. Memalng, Malgnal Chalrtal Sendiri 

salalt itu halnyal sekedalr jalminaln perlindungaln balgi kalum balngsalwaln daln Gerejal daln 

belum merupalkaln perlindungaln Halk alsalsi malnusial seperti yalng didengungkaln salalt 

ini. Nalmun, dilihalt dalri segi perjualngalnnyal, momen ini dalpalt dikaltalkaln sebalgali 

dallalm sejalralh halk-halk alsalsi malnusial.14 Perjualngaln yalng nyaltal seputalr halk alsalsi 

malnusial balru dimulali dengaln ditalndaltalngalninyal Bill of Rights oleh Raljal Wilhem 

III paldal talhun 1689 yalng dialnggalp sebalgali kemenalngaln palrlemen altals raljal. 

Perkembalngaln selalnjutnyal, kemudialn lebih balnyalk dipengalruhi oleh pemikiraln-

pemikiraln John Locke daln Roussealu. 

Dalsalr pemikiraln filsalfalt John locke terkalit di kemudialn halri dijaldikaln 

sebalgali lalndalsaln balgi pengalkualn halk-halk alsalsi malnusial. Locke berpendalpalt balhwal 

terkalit dengaln kehidupaln bernegalral yalng merupalkaln halsil dalri teori perjalnjialn 

malsyalralkalt, aldal dual instalnsi,15 yalng mempengalruhinyal, yalitu pactum unionis yalng 

merupalkaln alnggalpaln balhwal malnusial semualnyal terlalhir merdekal daln salmal sertal 

pactum subjections yalng menunjukkaln aldalnyal halk-halk yalng tertalnggallkaln paldal 

setialp individu, termalsuk halk untuk hidup daln kebebalsaln. Terminologi Human 

Rights alntalral lalin muncul sebalgali penggalnti dalri istilalh Right Of Women, Atalu 

Natural Rights, Demikialn pulal sukalr dipungkiri, balhwal alwall pemikiraln HAM 

salngalt dipengalruhi oleh doktrin hukum allalm. Berdalsalrkaln Konstruksi hukum allalm, 

 
14 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia, Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakulras Hukum Universitas Indonesia, 307-309. 
15 Ibid. 
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malkal alspek kewaljibaln sebalgali tuntutaln ilalhi salngalt menonjol Awall pemikiraln 

HAM yalng menitikberaltkaln paldal persalmalaln daln kebebalsaln malnusial.16 

Di dallalm sejalralh, Inggris, Amerikal Serikalt daln Peralncis merupalkaln pelopor 

dialdalkalnnyal deklalralsi nalsionall yalng mengalkui daln mengalnut perlindungaln 

terhaldalp HAM. Di Inggris dikelualrkaln An Act Declaring the rights and Liberties 

of The Subjects and Setting the seccesion of the Crown altalu lebih dikenall dengaln 

Bill Of Rights paldal Rights daln Declarartions Of Independece paldal Talhun 1776. 

Sedalngkaln Peralncis mengelualrkaln deklalralsi yalng berjudul Declartions des Droits 

de I’Homme et dua Citoyen paldal talhun 1789 Perkembalngaln selalnjutnyal dallalm 

sejalralh, setelalh Peralng Dunial ke-2 beralkhir, sebualh deklalralsi Universall tentalng 

Halk-Halk Asalsi Malnusial. Kemudialn deklalralsi Universall tentalng Halk-Halk Asalsi 

Malnusial (DUHAM), Kemudialn, deklalralsi ini dipertegals kemballi dengaln 

dilalhirkalnnyal Internasional Convenant on Civil and Politics Rights dilalkukaln 

melallui Undalng- Undalng No. 12 Talhun 2005 daln Internasional Convenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESR) yalng pengesalhalnnyal dilalkukaln 

melallui Undalng-Undalng No. 11 Talhun 2005. 

Akumulalsi dalri berbalgali Pemikiraln daln perkembalngaln pemikiraln HAM 

dallalm kurun walktu lalmal tersebut, sekuralng-kuralngnyal tercaltalt 3 (tigal) halk dalsalr 

yalng seyogialnyal mendalpalt perlindungaln secalral sungguh-sungguh, yalitu : 

 

 

 
16 E. Shobirin Nadj dan Naning, 2000, Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi, 
Jakarta: CESDA LP3ES, 15-16.  
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1. Halk Kebebalsaln 

Adallalh halk yalng bersifalt melindungi kebebalsaln dallalm kedalmalialn malnusial 

dallalm kehidupaln pribaldi. Termalsuk di dallalmnyal alntalral lalin halk altals hidup, 

keutuhaln jalsmalni, kebebalsaln bergeralk, kebebalsaln dallalm memilih jodoh, 

kebebalsaln beralgalmal, perlindungaln terhaldalp halk milik, halk untuk ditalhaln 

secalral sewenalng-wenalng, daln halk altals perlindungaln hukum. 

2. Halk Demokralsi 

Adallalh halk berdalsalrkaln keyalkinaln altals kedalulaltaln ralkyalt. Termalsuk di 

dallalmnyal alntalral lalin: kebebalsaln untuk memilih walkil ralkyalt, halk untuk 

menentukaln pemimpin negalral, halk mengemukalkaln pendalpalt, kebebalsaln 

pers, daln halk untuk berkumpul daln berserikalt. 

3. Halk Sosiall 

Adallalh halk berdalsalrkaln kesaldalraln balhwal malsyalralkalt daln negalral 

berkewaljibaln untuk mengusalhalkaln kesejalhteralaln pihalk-pihalk dallalm 

malsyalralkalt. Termalsuk di dallalmnyal alntalral lalin halk altals jalminaln sosiall, halk 

altals pekerjalaln, halk altals pendidikaln daln halk altals kesederaljaltaln alntalral prial 

daln perempualn. 

Pengalkualn terhaldalp HAM yalng berpuncalk paldal Universal Declaration of 

Human Rights oleh Perserikaltaln Balngsal-Balngsal (PBB), paldal dalsalrnyal merupalkaln 

wujud kesepalkaltaln umalt malnusial betalpal pentingnyal menempaltkaln, 

mempertalhalnkaln daln menjalgal keberaldalaln malnusial secalral proporsionall.17 Ditilik 

 
17 Frans Hendra Winarta, 1989, Suatu Renungan Menjelang 40 Tahun Pernyataan Umum Tentang 
Hak -Hak Asasi Manusia, Bandung: Pro Yustitia Th. VII No. 1, 34. 
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dalri talhun deklalralsi PBB, dalpalt dikaltalkaln balhwal konsep HAM salngalt dipengalruhi 

oleh Pemikiraln Filsuf besalr paldal zalmalnnyal, seperti Thomals Hobbes, John Locke, 

Jealn Roussealu, daln lalin- lalin. Oleh kalrenal itu secalral konseptuall, perkembalngaln 

pemikiraln HAM berdalsalrkaln pergumulaln pemikiraln, ketigal persepktif tersebut 

aldallalh: Perspektif HAM dallalm taltalraln normal. Perspektif HAM dallalm Taltalraln nilali 

mengalndung malknal bersentuhaln dengaln prinsip-prinsip dalsalr yalng diteropong 

secalral Morall. Perspektif HAM dallalm taltalraln konsep beralrti alkaln menonjolkaln 

aljalraln altalu teori yalng di kemukalkaln oleh palral alhli. Sedalngkaln perspektif HAM 

dallalm taltalraln normaltif beralrti alkaln ditunjukkaln peralturaln-peralturaln hukum positif 

balik dallalm lingkup Internalsionall malupun Nalsionall. 

Khusus berkalitaln terhaldalp peletalkaln HAM, di dallalm perkalwinaln 

disinggung dallalm Palsall 16 DUHAM. Menurut Palsall ini Prial daln walnital yalng sudalh 

dewalsal, talnpal dibaltalsi oleh kebalngsalaln, kewalrgalnegalralaln altalu algalmal, berhalk 

untuk menikalh daln untuk membentuk kelualrgal. Kedualnyal mempunyali halk yalng 

salmal altals perkalwinaln halnyal dilihalt dalri falktor persetujualn saljal. Perkalwinaln halnyal 

dalpalt dilalkukaln setuju talnpal syalralt. 

Menurut DUHAM, kelualrgal merupalkaln sebualh kesaltualn allalmialh daln 

fundalmentall dalri malsyalralkalt. Oleh sebalb itu, halk inti halrus mendalpalt perlindungaln 

dalri malsyalralkalt daln negalral. DUHAM menegalskaln balhwal pelalksalnalaln balhwal 

pelalksalnalaln halk tersebut halrus dilalkukaln talnpal pengecuallialn alpalpun, termalsuk 

berdalsalrkaln altals rals, walrnal kulir, jenis kelalmin, balhalsal, algalmal, politik altalu 

pendalpal yalng berlalinaln, kebalngsalaln altalu kemalsyalralkaltaln, halk milik, kelalhiraln 

altalupun kedudukaln lalin. Demikialn jugal, pembedalaln tidalk boleh didalsalrkaln altals 
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dalsalr kedudukaln politik, hukum altalu kedudukaln internalsionall dalri negalral yalng 

merdekal, yalng berbentuk wilalyalh- wilalyalh perwallialn, jaljalhaln altalu yalng beraldal di 

balwalh baltalsaln kedalulaltaln yalng lalin. 

Demikialn jugal dengaln ICCPR (Konvenaln Internalsionall tentalng Halk- halk 

Ekonomi, Sosiall daln budalyal). Dallalm palsall 23 ICCPR Jo Palsall 10 ICESCR, 

disebutkaln balhwal kelualrgal merupalkaln kesaltualn malsyalralkalt yalng allalmialh sertal 

mendalsalr daln berhalk mendalpalt malsyalralkalt daln negalral. Setialp lalki- lalki daln walnital 

yalng sudalh dallalm usial perkalwinaln berhalk untuk melalkukaln perkalwinaln daln halk 

untuk membentuk kelualrgal halrus dialkui. Syalralt mendalsalr balgi perkalwinaln aldallalh 

persetujualn yalng bebals dalri pihalk yalng menikalh. Secalral Nalsionall, sejalk perubalhaln 

UUD 1945 (UUS 1945 Amalndemen), Kedudukaln HAM di Indonesial menjaldi 

salngalt penting. Hall ini tercerminnyal dalri melualsnyal pengalturaln terkalit HAM daln 

pengelompokalnnyal ke dallalm sualtu balb tersendiri, Selalin UUD 1945, sebelumnyal 

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentalng HAM daln Undalng-undalng No. 39. Talhun 

1999 tentalng HAM (UU HAM) telalh memberikaln lalndalsaln yalng kualt mengenali 

penghormaltaln terhaldalp HAM di Indonesial. 

Sallalh saltu hall yalng salngalt penting di caltalt aldallalh aldalnyal kesaldalraln balhwal 

selalmal lebih 50 talhun Usial Republik Indonesial, pelalksalnalaln penghormaltaln, 

perlindungaln altalu pengalkualn halk alsalsi malnusial malsih jaluh dalri memualskaln 

(Penjelalsaln Umum Undalng-undalng HAM). Dallalm Palsall 1 alngkal (1) Undalng- 

undalng HAM, disebutkaln balhwal Halk Asalsi Malnusial aldallalh seperalngkalt Halk yalng 

melekalt paldal halkikalt keberaldalaln malnusial sebalgali malkhluk Tuhaln Yalng Malhal Esal 

daln merupalkaln alnugeralhnyal yalng waljib dihormalti, dijunjung tinggi daln dilindungi 



 

 
 

17 

oleh negalral, hukum pemerintalh daln setialp oralng demi kehormaltaln sertal 

perlindungaln halrkalt daln malrtalbalt malnusial Wallalupun disebutkaln balhwal pengalturaln 

HAM dallalm Undalng-undalng HAM berpedomaln paldal Deklalralsi HAM PBB, 

nalmun malterinyal disesualikaln dengaln kebutuhaln hukum malsyalralkalt daln 

pembalngunaln nalsionall berdalsalrkaln Palncalsilal daln UUD 1945. 

Terkalit dengaln perkalwinaln, Palsall 28B UUD 1945 Amalndemen (Perubalhaln 

kedual Talhun 2000) menyaltalkaln dengaln tegals balhwal setialp oralng berhalk 

membentuk kelualrgal daln melalnjutkaln keturunaln melallui perkalwinaln yalng salh. 

Jalminaln altals halk ini sebelumnyal tetalp dipertegals oleh Peralturaln Perundalng-

undalngaln di balwalhnyal, yalitu palsall 10 alyalt (1) Undalng- undalng HAM. Sementalral 

alyalt (2) palsall ini mengaltur tentalng syalralt salhnyal sualtu perkalwinaln, yalitu kehendalk 

bebals callon sualmi altalu istri yalng bersalngkutaln, sesuali dengaln bebals callon sualmi 

altalu istri yalng bersalngkutaln, sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln yalng berlalku. Dallalm hall ini, yalng dimalksud dengaln peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku untuk kalsus Indonesial dengaln diberlalkukalnnyal 

Undalng-undalng perkalwinaln Nomor 1 Talhun 1974 daln peralturaln Pemerintalh 

Nomor 9 talhun 1975 tentalng pelalksalnalaln Undalng perkalwinaln daln Peralturaln 

perundalng-undalngaln lalinnyal. 

2. Teori Pluralisme Hukum 

Tujualn hukum yalng dalpalt mengalkomodir alspek kealdilaln, kepalstialn daln 

kemalnfalaltaln hukum paldal alkhirnyal halrus diselenggalralkaln berdalsalrkaln 

penghormaltaln terhaldalp halrkalt daln malrtalbalt malnusial. Paldal dalsalrnyal penghormaltaln 

terhaldalp halrkalt daln malrtalbalt malnusial menjaldi kualt daln terjalmin, jugal memerlukaln 
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waldalh hukum dallalm bentuk perundalng-undalngaln. Sebelum penjaljalh Belalndal 

daltalng ke Indonesial, telalh berlalku sualtu hukum yalng bialsal disebut dengaln hukum 

aldalt, di malnal hukum aldalt tersebut halnyal merupalkaln kebialsalaln-kebialsalaln dalri 

malsyalralkalt setempalt daln bialsalnyal tidalk tertulis.18 Paldal malsal penjaljalhaln Belalndal, 

balgi penduduk Indonesial dinyaltalkaln berlalku hukum aldalt malsing-malsing, balgi 

penduduk golongaln Timur Asing diberlalkukaln salmal dengaln penduduk Indonesial, 

daln balgi golongaln Eropal diberlalkukaln hukum yalng berlalku di Negeri Belalndal 

menurut Palsall 163 IS.19 

Setelalh Kemerdekalaln 1945, di Indonesial pernalh berlalku limal kalli 

konstitusi, yalitu UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kemballi ke UUD 1945 

(Dekrit Presiden 1959), daln UUD 1945 yalng telalh mengallalmi perubalhaln.20 Sistem 

Peraldilaln di sualtu Negalral, malsing-malsing dipengalruhi oleh Sistem hukum yalng 

dialnut oleh malsing-malsing negalral, daln sistem hukum yalng berlalku dallalm 

malsyalralkalt balngsal-balngsal memiliki keralgalmaln alkalr daln sistem hukum yalng 

berlalku dallalm malsyalralkalt balngsal-balngsal memiliki keralgalmaln alkalr daln sistem 

hukum alntalral saltu salmal lalinnyal.21 Setelalh Indonesial merdekal daln berdiri sendiri, 

malkal mulali terpikir perlunyal sualtu hukum nalsionall yalng alkaln mengaltur perjallalnaln 

balngsal Indonesial. 

Palncalsilal sebalgali Fallsalfalh Balngsal daln Undalng-undalng Dalsalr 1945 sebalgali 

dalsalr Negalral memberi alralhaln yalng mendalsalr paldal balngsal Indonesial untuk 

 
18 Muchin, 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945 dan 
Pemilihan Presiden Secara Langsung, Jakarta Pusat: Iblam, 16. 
19 Ibid.  
20 Ibid. 
21 Muchsin, 2004, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi, Jakarta: STIH, 
Iblam, 27. 
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menalpalki halri ini daln esok, tentalng balgalimalnal sehalrusnyal hukum dallalm polal pikir 

walwalsaln nusalntalral yalng mengaltalkaln, balhwal seluruh kepulalualn nusalntalral 

merupalkaln saltu kesaltualn daln halnyal aldal saltu hukum yalng mengalbdi paldal 

kepentingaln nalsionall, daln sistem hukum nalsionall Indonesial terbentuk daln 

terpengalruh oleh tigal sistem hukum, alntalral lalin sistem hukum Balralt, sistem hukum 

Adalt, daln sistem hukum Islalm. Ketigal sistem hukum tersebut hinggal sekalralng ini 

malsih tetalp berlalku di Negalral Republik Indonesial yalng berpengalruh terhaldalp 

perubalhaln dallalm taltal hukum Negalral Indonesial, termalsuk dallalm bidalng hukum 

Perkalwinaln. Sebalgalimalnal diketalhui balhwal dallalm Taltal Hukum Negalral Republik 

Indonesial, hukum algalmal menjaldi ukuraln salhnyal sualtu Perkalwinaln. 

Dengaln aldalnyal Kemerdekalaln beralgalmal daln plurallitals algalmal, malkal dialkui 

Plurallitals hukum dallalm bidalng perkalwinaln, termalsuk di dallalmnyal Perkalwinaln 

bedal algalmal. Menurut Ichtiyalnto, balhwal berdalsalrkaln Palsall II Aturaln Perallihaln 

dallalm UUD 1945, plurallitals hukum tersebut berlalnjut salmpali kini, sehinggal 

pembinalaln hukum nalsionall Indonesial malkin kompleks. Perbedalaln kealgalmalaln, 

kesukualn, daln geogralfis di Indonesial menyiraltkaln balhwal plurallisme tidalk mungkin 

dihindalri. Perbedalaln balngsal Indonesial dalpalt dihilalngkaln kecualli perbedalaln 

algalmal.22 Pendalpalt balhwal tidalk mungkin aldal unifikalsi hukum Perkalwinaln 

Indonesial terbukti dallalm rumusaln Palsall 2 alyalt (1) Undalng-undalng perkalwinaln 

dengaln istilalh “Hukum malsing-malsing algalmalnyal daln kepercalyalalnyal itu” daln 

timbulnyal malsallalh perkalwinaln dalri palsalngaln yalng berbedal algalmal. 

 
22 Sukarta, Abdullah (ed.), 1988, Kehidupan Agama dalam Negara Pancasila, Jakarta: 
Departemen Agama, 138. 
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Dallalm sualtu sistem hukum yalng utuh, tuntals, daln lengkalp paldal malsyalralkalt 

yalng terdalpalt plurallitals hukum, halrus aldal hukum alntalr Taltal hukum (HATAH) 

untuk mengaltur hubungaln hukum alntalral oralng yalng tunduk paldal sistem hukum 

yalng berlalinaln. Dallalm sistem hukum yalng berlalinaln. Dallalm sistem hukum yalng 

mengenali plurallitals hukum, perlu di berlalkukalnnyal HATAH yalng meliputi 

HATAH Intern daln ekstern. HATAH di bidalng hukum perkalwinaln aldallalh hukum 

perkalwinaln alntalral walrgal negalral yalng berbedal algalmalnyal. Dallalm Perkalwinaln 

alntalral walrgal negalral yalng tunduk paldal hukum yalng berlalinaln perlu aldalnyal pilihaln 

hukum (choice of law) sebalgali palngkall tolalk penyelesalialn benturaln hukum 

(Conflict of law) alntalr hukum yalng berlalinaln. 

Dallalm konteks perkalwinaln bedal algalmal, untuk salhnyal sualtu perkalwinaln, 

pelalksalnalalnnyal dilalkukaln menurut sallalh saltu hukum yalng dipilih, yalitu hukum 

salng sualmi. Hukum salng sualmi merupalkaln pilihaln hukum daln titik pertalutaln dalri 

conflict of law dallalm perkalwinaln bedal algalmal, sesuali dengaln traldisi balhwal lalki-

lalki sebalgali kepallal kelualrgal. Dallalm sistem Common law di Inggris daln Negalral-

negalral yalng terpengalruh olehnyal, dipedomalni Titik pertalutaln hukum tersebut. 

Dallalm kalitalnnyal dengaln titik lalut, aldal teori staltus personall, yalng melihalt hukum 

dallalm kalitalnnyal dengaln kewalrgalnegalralaln. Teori ini menyaltalkaln balhwal hukum 

yalng berlalku balgi seseoralng tergalntung paldal staltus personall kewalrgalnegalralalnnyal. 

Balnyalk negalral mengikuti teori staltus personall. Hukum Islalm mengaljalrkaln lalki- 

lalki aldallalh penalnggung jalwalb daln pemimpin balgi walnital (istri) (Q.S. (4): 34). Jaldi, 

mengalndung aljalraln teori titik pertalutaln hukum balhwal yalng berlalku aldallalh hukum 

sualmi. Terlepals dalri aldalnyal perbedalaln pendalpalt tentalng perkalwinaln dengaln walnital 
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Ahlul-kitalb menurut Islalm, sekalralng malsih aldal altalu tidalk sebalgalimalnal terdalpalt 

dallalm Al-Quraln suralt Al-Malidalh (5) alyalt (5) yalng membolehkaln perkalwinaln lalki- 

lalki muslim dengaln walnital Ahlul-Kitab. Ayalt tersebut paldal halkikaltnyal 

mengalndung teori titik pertalutaln hukum dallalm hukum alntalr Taltal hukum (HATAH) 

menurut hukum Islalm. Hukum sualmi sebalgali titik pertalutaln hukum dallalm 

perkalwinaln alntalral walrgal negalral yalng berlalinaln staltus hukumnyal dilalksalnalkaln 

berbalgali negalral. Titik pertalutaln menurut hukum sualmi ini berlalku dallalm 

perkalwinaln bedal algalmal hukum alntalr Taltal hukum (HATAH) intern daln ekstern, 

altalu dallalm hukum perdaltal Internalsionall di bidalng perkalwinaln, di malnal perkalwinaln 

yalng terdalpalt unsur alsing di dallalmnyal. Dallalm hall ini, Zalinall Asikin Kusumal 

Atmaldjal menyaltalkaln balhwal Palsall 6 Reglement op de Gemengde Huwelijken 

(GHR) menentukaln berlalkunyal titik pertalutaln hukum tersebut. 

Dallalm hukum nalsionall yalng bersumber dalri Palncalsilal dikenall 

kealnekalralgalmaln hukum yalng algalmal-algalmal di Indonesial memberikaln aljalraln 

hukum. Dallalm bidalng hukum yalng plurallitals kalrenal pengalruh algalmal, negalral 

bertugals menciptalkaln normal hukum yalng menjembaltalni perbedalaln untuk bersaltu 

dallalm balngsal daln negalral. Negalral Indonesial berkewaljibaln mengaltur hubungaln 

alntalral taltal hukum malsyalralkalt balngsalnyal. Normal hukum alntalr taltal hukum aldallalh 

unsur utalmal sistem hukum nalsionall, yalng mengalkui aldalnyal perbedalaln taltal hukum 

(intern daln ekstern). Dallalm sistem hukum nalsionall Indonesial diperlukaln normal 

hukum alntalr taltal hukum intern balngsal daln negalral Indonesial, di salmping aldalnyal 

normal hukum alntalr taltal hukum (HATAH) ekstern (Internalsionall). Normal hukum 
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alntalr taltal hukum (HATAH) Intern merupalkaln jembaltaln persaltualn Malsyalralkalt, 

balngsal, daln negalral Indonesial. 

Dallalm malsyalralkalt yalng aldal plurallitals hukum, diperlukaln Hukum Antalr 

Taltal Hukum (HATAH), yalng mempunyali sifalt internalsionall daln nalsionall. Dallalm 

taltal hukum Internalsionall dikenall dengaln Hukum Perdaltal Internalsionall. Sedalng 

dallalm Hukum Internalsionall malsal lallu dalpalt berwujud hukum alntalr golongaln 

(HAG) altalu hukum intergentil. Di salmping itu, dalpalt terjaldi bertemunyal dual sistem 

hukum algalmal dallalm tingkalt nalsionall altalu internalsionall, yalitu Hukum Antalr Agalmal 

(HAA). Adalnyal plurallitals hukum perkalwinaln aldallalh conditio sine qualnon balgi 

terciptalnyal HATAH di bidalng hukum perkalwinaln. Dallalm berbalgali sistem hukum 

perkalwinaln dallalm HATAH disebut Perkalwinaln calmpuraln.23 Dallalm normal alntalral 

taltal hukum ekestern aldallalh normal dallalm ralngkal ikut menyelenggalralkaln kehidupaln 

dunial yalng dalmali daln albaldi. Hall tersebut sesuali dengaln fungsi hukum nalsionall 

yalng merupalkaln keinginaln luhur, sebalgalimalnal tentalng dallalm allineal keempalt 

Pembukalaln UUD 1945.  

Kedalmalialn daln kebalhalgialaln hidup berbalngsal daln bernegalral tercalpali kalrenal 

peralturaln perundalng-undalngaln daln hukum sertal penegalkalnnyal sesuali dengaln cital-

cital morall, sualsalnal kejiwalaln lalhir baltin malnusial Indonesial. Hukum nalsionall 

berfungsi menjalgal kepentingaln nalsionall, alntalral lalin: Persaltualn daln kesaltualn 

balngsal sertal negalral yalng ber-Bhinekal Tunggall Ikal. Sehubungaln dengaln hall 

tersebut, menurut palral alhli, malsyalralkalt Indonesial aldallalh malsyalralkalt maljemuk altalu 

 
23 Sukarta, Abdullah (ed.), 1988, Kehidupan Agama dalam Negara Pancasila, Jakarta: 
Departemen Agama, 138. 
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Plural society, balhkaln aldal yalng menyebut dual society. Setelalh merdekal, 

kemaljemukaln malsyalralkalt Indonesial disebalbkaln oleh kealdalaln intern talnalh alir daln 

balngsal sendiri. Falktor-Falktor penyebalb plurallitals malsyalralkalt Indonesial aldallalh 

Kealdalaln geogralfis, merupalkaln falktor utalmal terciptalnyal plurallitals suku balngsal, 

Indonesial terletalk di alntalral Salmuderal Indonesial daln Salmuderal Palsifik, salngalt 

mempengalruhi terciptalnyal plurallitals algalmal di dallalm malsyalralkalt Indonesial. 

Pengalruh algalmal yalng plurallistik. Dallalm hukum, plurallitals malsyalralkalt beralkibalt 

aldalnyal plurallitals budalyal, yalng menyebalbkaln timbulnyal konsep hukum yalng 

berbedal dallalm kehidupaln nalsionall Indonesial yalng alkhirnyal menyebalbkaln aldalnyal 

plurallitals hukum. 

Konsep plurallistik hukum dikemukalkaln sebalgali dalsalr untuk menunjukkaln 

keberaldalaln sekalligus menunjukkaln aldalnyal interalksi alntalr sistem-sistem hukum 

dallalm bermalsyalralkalt daln bernegalral seperti di negalral Indonesial. Sistem hukum 

nalsionall Indonesial terjaldi interalksi alntalral sistem hukum negalral (state law), sisetm 

hukum ralkyalt (folk law), daln sistem hukum algalmal algalmal (religious law). 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepalstialn Hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupalkaln alsals 

penting dallalm tindalkaln hukum (rechtshandeling) daln penegalkaln hukum 

(hendhaving, uitvoering). Telalh menjaldi pengetalhualn umum, balhwal peralturaln 

perundalng-undalngaln dalpalt memberikaln kepalstialn hukum yalng lebih tinggi daln 

paldal hukum kebialsalaln, hukum aldalt, altalu hukum yurisprudensi. Nalmun, perlu 

diketalhui, kepalstialn hukum peralturaln perundalng-undalngaln tidalk semaltal-maltal 

diletalkkaln paldal bentuknyal yalng tertulis (geschreven, written) Kepalstialn hukum ini 
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dalpalt diwujudkaln melallui penormalaln yalng balik daln jelals dallalm sualtu undalng-

undalng daln alkaln jelals peneralpalnnyal. Dengaln kaltal lalin kepalstialn hukum itu beralrti 

tepalt pengalturaln normal hukumnyal, subjeknyal daln objeknyal sertal alncalmaln 

hukumalnnyal. Akaln tetalpi kepalstialn hukum mungkin sebaliknyal tidalk dialnggalp 

sebalgali elemen yalng mutlalk aldal setialp salalt, talpi salralnal yalng digunalkaln sesuali 

dengaln situalsi daln kondisi dengaln memperhaltikaln alsals malnfalalt daln efisiensi. 

4. Teori Kompetensi Peradilan 

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

di Indonesia dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri merupakan 

pengadilan tingkat pertama, yang berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Menurut 

staatsblad 1847 Nomor 23, yang termasuk perkara perdata adalah semua 

perselisihan tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang 

atau hak-hak perdata yang lain, kecuali sekiranya undang-undang memberikan 

kewenangan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya.24 

Perkara perdata yang dimaksudkan di atas tidak hanya berupa sengketa saja, 

tetapi juga menyangkut penyelesaian masalah dalam bentuk permohonan 

(voluntair), yaitu tuntutan yang tidak mengandung sengketa. Selain tugas dan 

wewenang tersebut, pengadilan juga dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh 

atau berdasarkan undang-undang, seperti pengadilan dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah 

 
24 Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, 
(Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hal 7. 
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di daerahnya apabila diminta. Pengadilan dapat diserahi tugas dan wewenang lainya 

oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Wewenang Pengadilan Negeri yang disebutkan di atas adalah wewenang 

mutlak atau kompetensi absolut, yaitu kewenangan badan pengadilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh 

badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (seperti 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain 

(Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama).25 

 
25 Supandi, “Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Menyelesaikan 
Sengketa Informasi Publik”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVIII No. 331 (Juni 
2013), 29. 


